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Abstrak
 

Salah satu tugas pemerintah di bidang pertanahan melaksanakan fungsi pelayanan umum. Fungsi ini

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang sebagian tugas pokoknya adalah pemberian

pelayanan berupa pemberian hak atas tanah bagi masyarakat dengan menerbitkan sertipikat hak atas

tanah.sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 yang menganut stelsel negatif yang mengandung unsur positif memberikan

kesempatan bagi mereka yang merasa lebih berhak untuk selanjutnya membuktikan dirinya adalah pemilik

sebenarnya dari tanah yang dimaksud, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP No. 24/1997.Tesis ini membahas

tentang penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di wilayah Kotamadya Jakarta

Timur.

 

Yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan sertipikat No.22 s/d 25 Rawa Terate atas nama Arta

Sugiarto telah sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku, bagaimanakah tanggung jawab kepala

kantor pertanahan dalam menyelesaikan kasus sertipikat yang cacad hukum dan cara pencegahannya serta

bagaimakah perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sebanarnya atas penerbitan sertipikat yang cacad

hukum.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari

berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian

dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk

meningkatkan efektifitas dan kinerja Kantor Pertanahan khususnya Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta

Timur dalam menyelesaikan masalah penerbitan sertipikat yang mengandung cacad hukum serta

peningkatan pelayanan pada masyarakat dibidang pertanahan.

 

Dalam kasus ini terbukti bahwa sertipikat tersebut diterbitkan atas dasar Perbuatari Melawan Hukum dan

penggelapan serta tidak sesuai dengan syarat syahnya jual beli dan juga prosedur tata cara penerbitannya

melanggar ketentuan dalam PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.Tanggung jawab kepala kantor jika

terbukti cacad hukum adalah menarik dari peredaran dan membatalkan sertipikat tersebut serta mengganti

dengan sertipikat yang Baru. Pemilik tanah yang sebenarnya akan terlindungi oleh PP No.10/1961.

......

One of government duty in land area executes this public service. Function is carried out by Body of

National Land (BPN), what is some of duty in essence service gift in the form of gift of land right for

society by publishing certificate rights for land. Publicizing system embraced in land registry as arranged in
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Government Regulation of Number 24 in 1997 embracing contain negative stelsel of positive element give

the opportunity for the man who feel more is entitled to hereinafter prove the their self is owner in fact from

such land, as according to section 2 sentence (1) PP No. 24 1 1997. This thesis study about contain

publication certificate land right of broken law in region of Municipality of East Jakarta.

 

That become the problems whether publication of certificate No.22 to 25 Rawa Terate on behalf of Arto

Sugiarto have as according to invitation procedure going into effect, what will be responsibility of land chief

in finishing case certificate which broken law and way of its prevention and also how protection punish for

land owner which real for publication certificate which broken law.

 

Method research used by bibliography have the character of the juridical normative by learning various

literature and invitation regulation of related to this research, result of research poured in node of in form of

evaluative annalistic on the chance of can become the recommendation to increase effective and

performance of Land Office specially Office of Land of Municipality of East Jakarta in finishing contain

publication certificate problem of broken law and also the make-up of service at society of this area land.

 

In this case proven that the certificate published on the basis of Deed Against Punish and embezzlement and

also disagree with condition of sales legality as well as its publication procedures procedure impinge the

provisions in PP No. 24 / 1997 about Registration of Land. Responsibility the chief of if proven by the

broken law it is interesting from circulation and cancel the certificate and also change by certificate is new.

Land owner which in fact will be protected by PP No.10/1961.


